SALINAN

BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

:a. bahwa Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan

: 1.

Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah berakar pada
Prinsip Profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik
yang berorientasi pada  kesejahteraan  masyarakat.
Memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah
daerah dapat dilaksanakan dengan optimal dan bertanggung
jawab demi kepentingan masyarakat luas;

bahwa birokrasi publik merupakan bagian dari struktur
sosial yang harus mampu menyesuaikan diri dengan
dinamika masyarakat yang semakin kompleks, partisipatif,
dan berorientasi pada pelayanan oleh karena itu kompetensi
yang ditetapkan tidak hanya mencakup kemampuan teknis
dan manajerial, tetapi juga kepekaan sosial, komunikasi
efektif, kemampuan membangun kolaborasi, serta integritas
dan etika pelayanan, sehingga menciptakan harmoni antara
pemerintah daerah dan masyarakat yang dilayaninya,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Administrator

dan Pengawas;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi



dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
141);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah



Menetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1907);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI

JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

AL T

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

Adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya

dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



10.

11.

12.

13.

14.

Jabatan Administrator adalah merupakan jabatan manajerial tingkat
menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola,
memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan
mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi
serta pelayanan publik dan administrasi.

Jabatan Pengawas adalah merupakan jabatan manajerial tingkat dasar
yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan
mendukung pengembangan pegawai ASN, memimpin dan
mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi
serta pelayanan publik dan administrasi.

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan,
keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara
dalam melaksanakan tugas jabatan.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-
nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang
jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan
jabatan.

Kompetensi  Teknis adalah  pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang
spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu

organisasi.



15.

16.

(1)

(2)

Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam
bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.

Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemangku

jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam
penerapan sistem merit dalam pengembangan karir, pengembangan
kompetensi, penempatan, promosi dan/atau mutasi ASN.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mempermudah

penyelenggaraan manajemen ASN.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan Manajemen ASN berbasis sistem merit, Pemerintah

Daerah menyusun Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas.

Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a.
b.

C.

identitas jabatan;
kompetensi jabatan; dan

persyaratan jabatan.

Pasal 5

(1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling

(2)

sedikit terdiri atas :

a. nama jabatan;

b. wuraian/ihtisar jabatan; dan

c. kode jabatan.

Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas :

a. kompetensi teknis;

b. kompetensi manajerial; dan

c. kompetensi sosial kultural.



(3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling
sedikit terdiri atas:
a. pangkat;
b. kualifikasi pendidikan;
c. jenis pelatihan;
d. ukuran kinerja jabatan; dan
e. pengalaman kerja.
(4) Uraian standar kompetensi jabatan administrator dan pengawas
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk kuantan
pada tanggal 22 Januari 2026

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk kuantan

pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd
ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM




